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90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl, 16: 90)

Dari Abu Dzarr ra. Berkata : “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah kenapa tuan
tidak memberi jabatan kepada saya?” Maka beliau menepuk bahu saya kemudian
bersabda: “Wahai Abu Dzarr sesungguhnya kamu adalah lemah, dan
sesungguhnya jabatan adalah suatu amanah (kepercayaan). Jabatan itu nanti pada
hari kiamat merupakan suatu kehinaan dan penyesalan kecuali bagi pejabat yang
dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-

baiknya”. (Hadist Riwayat Muslim).

Berani, Bernyali, Berbakti dan Bertanggung Jawab

(RECHTA MAHUPALA UMS)
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ABSTRAKSI

Terorisme sebagai kejahatan yang telah berkembang menjadi lintas negara.
Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai
yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih
dari satu negara. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan
bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh
karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari
setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif
dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga
melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme mengatur tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan
secara bebas dan mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka
untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasehat hukumnya setiap saat.
Meskipun KUHAP diperlakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak
tersangka, akan tetapi seringkali ketentuan ini masih dilanggar ketentuan yang
tidak jelas. Implementasi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dalam penanggulangan/penanganan tindak pidana
terorisme masih tergolong kurang baik. Setelah disahkannya UU ini, masih
banyak terjadi aksi teror yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pemerintah
dianggap berhasil dalam menangani sebagian kasus terorisme, tetapi tergolong
lamban dalam mengantisipasi pergerakan aksi para teroris lainnya. Dalam tahap
pemeriksaanpun yang diatur dalam UU ini, terjadi banyak kesalahan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan
normatif empiris penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah
hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui
legalitas hukum dalam prakteknya. Dengan menggunakan sumber data primer dan
sekunder.

Hukum acara pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan
pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan
hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan
pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam hukum acara pidana.
Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam rangka melindungi
HAM. Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk
hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas
pelanggaran HAM.

Kata Kunci : Terorisme, Undang-undang Nomer 15 tahun 2003,
Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa.
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